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BUPATI BURU

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATY BURU
NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN BURU TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf d

dan ayat (4) Unda.ng-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, salah satu Sumber Pendapatan Desa berasal dari

perimbangan yang diterima Kabupaten;

. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (4) Peraturan

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 lentang Perubaharn

2014 Tentang Desa, dimana dijelaskan bahwa ketentuan
mengenai pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) dan
pembagian  ADD kepada sctiap desa " diatur dengan
Peraturan Bupati;

- bahwa dalam rangka menunjang efektifitas pengelolaan,

Alokasi Dana Desa serta untuk mempermudah penerapan
dan pemberian dana kepada desa, perlu diatur dalam
Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dj
Kabupaten Buruy;

- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

Pada huruf a, huruf 1 dan huruf c, perlu menectapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Alokasi  Dana Desa Kabupaten  Buru Tahun
Anggaran 2016;

.U1:1da.n.g-Undang Nomor 46 Tahun 1999  tentang

Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Bury
dan Kab upaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895)
scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provips;

Malulu U tara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluky

fengpara  Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Talun 2000 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 396 1);
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.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Pc:nyclenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Darj
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Negara Nomor 385 1)

Undan g-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
[ndonesia Nomor 4286);
Undan g-Undang .Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 449 1)z

U'J:u:lemg—U.uclang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-u ndang  Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik  Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);

Peraturan  Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan  dan Belanja Daerah  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang
perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
lembaran negara Republik lJ:Ld.OersLﬁ Nomor 5717 );

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093 );

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah lertinggal
dan  Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Tentany
Penctapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016
( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1934 );
Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 12 Tahun 2015
tentang  Pokok-Pokok Pengelolaan  Keuangan Daerah
(Lembaran  Daerah Kabupaten Buru Tahun 2015
Nomor 12);

Peraturan  Daerah Kabupaten  Buru Nomor 16
Tahun 2015 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan
Belanja  Daerah ( APBD ) Kabupaten Buru Tahun
Anggaran 2016 ( Lembaran Dacrah Kahupaten Buru
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Jawaban keuangan desa.

CAnggaran Pendapatan

14. Peraturan Bupati Buru Nomor 60 Tahun 2015 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah

Kabupaten Buru ( Berita Dacrah Kabupaten Buru
Tahun 2015 Nomor 60 )

MEMUTUSKAN

PEDOMAN UMUM
POLAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN
BURU TAHUN ANGGARAN 2016

BAB ]
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

an Bupall ini yang dimaksud dengan :
Daerah adalah Kabupaten Buru,

Pemerintah Dearah adalal, Pemerintah Kabupaten Buru;
Bupati adalah Bupati Buru;

Camat adalah Perangkat Dacrah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan;
Desa adalal kesatuan tmasyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat sclempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui darn dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintaban Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat sctempat dalam Sistemn Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indoncesia,

Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu

perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa,

Perangkat Desa adalali unsur pembantu kepala desa yang terdiri dari

schkrewariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis;

Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga
yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil
cderi peududuk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan
sccara demnokratis,
Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai
dengan wang  serta segala  sesuatu berupa uang dan barang yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung

an Belanja Desa, sclanjutnya disebut APBDesa,
adalab rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa,

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana pcrimbanga'n
yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dacrah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disingkat ADDM adalah bagian
Alokasi D

anu Desa yang pembagiannya secara merata untuk masing-masing
Desa. ‘
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-Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP adalah

pPeuabagian  Alokasi Dang Desa yang pembagiannya secara proporsional
untuk masing-masing Desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung
dengan rumus dan variabel tertentu,

CSurat pertanggungjawalyarn yang selanjutnya disingkat SPJ adalah surat

pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa yang dibuat oleh Desa
penerima Alokasi Dana Desa, '

Pcmcgémg Rekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya
disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai
kewenangan, wenyclenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa,

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang sclanjutnya disingkat

PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk
melaksanakan pengelolaan keuangan desa.

cSekretaris Desa adalahh  bertindak selaku  koordinator pclaksanaan

pengelolaan kevangan desa,

Kepala  Seksi adalal unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan

bidangnya.

. Bendahara adalalh unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan

administrasi keuangan untulk menatausahakan keuangan desa.

-Relkening Kas Desa adala) rekening tempat menyimpan uang Pemerintahar

Desa yaug thenampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk
membayar sclurul pengeluaran desa pada Bank yang ditetapkan.

-Peraturan Desa adalal peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan

oleh  Kepala Desa  setelal dibahas dan disepakati bersama Badan
Permusyawaratan Desa,

BAB II |
MAKSUD, TUJUAN, SASARAN, PRINSIP DAN
AZAS ALOKASI DANA DESA

Bagian Pertama
Maksud Pengelolaan AloKas] Dana Desa

Pasal 2

Alokasi Dana Desy yang  diberikan kepada desa dimaksudkan untuk
mendukung  dan membiayai Penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

Pembangunan, pembinaan kemasyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat
desa,

Bagian Kedua
Tujuan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pasal 3

Tujuan pengelnloan Alokasi Dana Desa, antara lain;

k.

C.

Meningkatka penyclengguraan pemerintahan Desa dalam melaksanakan
pelayanan pemerintalan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai
kewenangan, ya,;

Meningkatian kemampuan  lembaga kemasyarakatan di Desa dalam
menyusun - reocana, melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan,

iwemeliharn dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif sesuai
dengan potensi desa

Me:numbul’l.l.(em.baugkan dinamika kehidupan masyarakat dalam rangka
Pemberdayaan mas yarakat

"
’
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Meningkatkap peicralaan  pembangunan, kesejahteraan, kesempatan
berpartisipasi dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
Menggerakan dan mengembangkan par

lisipasi, gotong royong dan swadaya
masyarakat Desa,

Bagian Ketiga
Sasaran Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pasal 4

aan Alokasi Dana Desa diperuntukkan untuk :
Meniugkathon efektifitag penyelenggaraan pemerintahan desa;
S pelayanan masyarakat;

Meuningkatkan pPelaksanaan Pemban

Meningkadian kualitg

gunan desa; dan

Meningkatlkan pPartisipasi dan Pemberdayaan masyarakat desa.

Bagian Keempat ’
Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pasal 5

I-"rjnsj_]_)—|_)rins‘j]i; pengelolaan Alokasi Dang Desa antara lain ¢

.

(1)

Pengelolaan keuangan  Alokasi Dana Desa Imerupakan bagian yang tak
terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBDesa
Sclurub  kegiatan yang didanai o
dimusyawarahkan ~antara peme

leh Alokasi Dana Desa direncanakan,
rintah Desa dengan masyarakat dan
dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa, dilaksanakan dan
dievalvasi  secara  (erbuka dengan melibatkan komponen masyarakat
di Desa;

Seluruh kegiatan yaug anggarannya bersumber dari APBDesa harus dapat
dipertanggungjawabkan sccara administrasi, teknis dan hukum;

Alokasi Dana Desa harus digunakan secara hemat, terarah dan terkendali;
clan

Alokasi Dana Desa tidak diperbolehkan wuntuk ganti rugi tanah (%an
bang unan-bangunan yang tidak memiliki nilai manfaat ekonomis dan sosial.

Bagian Kelima
Asas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pasal 6

Alokasi Dana Desa untuk sctiap Desa ditentukan berdasarkan asas merata
yaitu pembagian Alokasi Dana Desa yang diperoleh dari pagu anggaran
Alokasi Dana Desa Kabu paten dibagi jumlah Desa se-Kabupaten Buru yang
selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).

Keuangan desa  dikelola berdasarkan asas-asas ransparan, akuntabel,
partisipatil serta dilakukin dengan tertib dan disiplin anggaran.
Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dikelola

dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai
dengan tanggal 31 Desember,
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BAB II]
PENENTUAN BESARAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 7

(1) Besarnya Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Inasing-masing Desa adalah
jumlah Alokasi Dang Desa Minimal (ADDM), ’

(2) Alokasi Dana Desa Minima] (ADDM) Yang diterima oleh masing-masing Desa
adalah jumlah Pagu anggaran untuk Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten
dibagi dengan jumlah seluruh Desa di wilayan Kabupaten Buru.

(3) Jumlah Alokasi Dana Desa yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten Buru
wntule Talhun Anggaran 2016 sebesar Rp. 4.100.000.000,
seratus juta rupiah) yang pPembagiannya dilakukan Secara merata kepada 82
Desa dengan masing-masing desa menerima Alokasi Dana Desa (ADD)
sebesar Rp., 50.000.000, - (lima puluh juta rupiah).

Pasal 8

Kelentuan ten tang penetapan besaran Alokasi D

ana Desa masing-masing desa
dlapat dilihat dalan Lampiran Peraturan Bupati .

BAB IV
KETENTUAN PIENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 9

Penggunaan  Alokas;j Dana  Desa (ADD)  diperuntukkan untuk Bidang
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Bidang .Pembinaan Kemasyarakatan
dengan peruntiukkannya sebagai berikut ;

(1) Bidang Penvelenggaraan Pemerintahan Desa digunakan untuk :
- Belanja Pegawai yang terdiri dari tunjangan kepala desa dan perangkat
schagai PKPKD an PTPKD, gaji/ tunjangan bendahara desa;
- Insentif dan o perasional BPD;
- Operasional RT dan RW; :
- Belanja barang dan jasa yang terdiri dari biaya ATK, biaya makan
minum rapat, biaya foto copy dan biaya perjalanan dinas;
- Pendataan desa ( pembuatan monografi dan profil desa )2
- Pewmbangunan sarana dap prasarana kantor desa ( meubeleir, komputer,
pPembangunan kantor desa dsb);

Penyelenggaraan perencanaan desa ( pelaksanaan musrenbangdes )
- Pcn.ye]enggaraan musyawarah desa;

)

(2) Bidang Pembinaan, Kemasyarakatan digunakan untuk :

- Pembinaan lembaga kcmasyarakatan( PKK, Karang Taruna, RT dan RW,
Posyand

- Pembina:u kerukunan umat beragama ( TPQ, TPA, Penghuly, Pendeta,
skolah minggu 1

- Pembinaan lembaga adat;

- Pembinsan sarana dan prasarana olah raga;



BAB V
TIM PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 10
Penggunaan Alokasi Dana Desa dilaksanakan oleh

Desa dan didampingi oleh Tim Pe
‘asilitasi Tingkat Kabupaten yang

Tim Pelaksana di Tingkat

ndamping Tingkat Kecamatan serta Tim

_ melaksanakan fungsi pembinaan sekaligus

memfasilitasi hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Alokasi Dana
Desa (ADD).

Bagian Pertama
Tim Pelaksana Tingkat Desa

Pasal 11

(1 Penggunaan Alokasi Dana Desa dilaksanakan oleh Tim Pelaksana di tingkat
Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

(2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:

a. Kepala Desa sebagai penanggungjawab dan
kekuasaan pengelolaan keuangan desa;

b. Sckretaris Des

sebagai pemegang

sa sebagai ketua/ koordinator;

¢. Kepala Seksi dan Kepala Urusan sebagai sckretaris;

. Bendahnra Desa sebagai penanggungjawab administrasi keuangan; dan
¢. Kepala Selesi dan kepala urusan lainnya sebagai anggota.
(3) Tugas Tim Pelaksana adalah sebagai berikut :

a. Menyusun perencanaan penggunaan Alokasi Dana Desa yang melibatkan
BPD dan lembaga kemasyarakatan lainnya untuk membahas masukan

dan usulan untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang
APBDegq,

b. Rancangan  Peraturan Desa tentang APBDesa wajib disosialisasikan
kepada masyarakat;

¢. membohas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dengan BPD

untule  mendapat persetujuan  dan sclanjutnya ditetapkan menjadi
Feraturan Desa;

d. menyusun  jadwal  rencana pencairan anggaran serta membuat
adirinistrasi keuangan dan pertanggungjawabannya ;

e bertangpungjawab lerhadap pelaksanaan seluruh kegiatan yang dibiayai
dari ADD; dan

" . L L " L4 a3
I melaporkan pelaksanaan kegiatan dari ADD sccara periodik kepada Tim
Pendamping Tingkat Kecamatan yang diteruskan kepada Bupati.

Pasal 12

Kepala Desa sclaku penanggungjawab kegiatan, mengadakan
rapat/ musyawmah  untulk menyusun jadwal kegiatan, pembagian t_ugas
pelaksana kegiatan, kepala Desa memimpin rapat evaluasi pelaksana kegiatan
yang dilaksanakan pada minggu pertama sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan
sckali dan dipiinpin langsung oleh kepala Desa.
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Bagian Kedua
Tim Pendamping Tingkat Kecamatan

Pasal 13

Tim Pendamping Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Tim
Pendamping diteta pkan dengan Keputusan Camat.

Tiun Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ;

a. Camat sehagai penanggungjawab:

L. Sekretaris Camal scha gai ketua;

Rasi Peaicrintahan scbagai sekretaris;

Kast Peribangunan Masyarakat sebagai anggota;

¢ Kasi Ketentraman dan ketertiban sebagai anggota; dan

. Ketaa 1im Penggerak PKK Kecamatan, schagai anggota,

Honorarivan 'im Pe ndamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibayar
melalui pos anggaran kecamatan yang bersumber dari APBD, yang besaran
honorarium mengacu kepada Keputusan, Bupati tentang penetapan/standar
honor di lingkup pemerintah kabupaten. '
Tugas Tim Pendamping adalah sebagai berikut :

~

A. Membina dan mengkoordinasikan Musyawarah Rencana Pembangunan
Desa (Musrenbangdes) dalam wilayah kecamatan;

b. Mengumpulkan data secrta menginventarisir rencana penggunaan ADD
untuk dicek silang dengan APBDesa agar tidak terjadi tumpang tindih
pembiayaan

¢. Mewbantu Tim Pelaksana dalam

menyusun rencana teknis penggunaan
ADD beserta kelengkapannya;

d. Mclaksanakan  sosialisasi secara luas tentang kebijakan, data dan
informasi tentang ADD;

¢. Melaloukan  pemeriksaan pekerjaan (verifikasi) dan pemantauan/
pengendalian terhadap proses kegiatan di Desa yang menggunakarn
anggaran ADD;

. Memfasilitasi upaya Peinecahan masalah jika ditemui ada permasalahan
dalam pelaksanaan ADD; den

& Menyusun rekapitulasi laporan perkembangan pelaksanaan ADD kepada
Tim Fasiiitasi Tinglkat Kabupaten tiap bulan.

Bagian Ketiga
Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten

Pasal 14

Tim Kabupaten yang sclanjutnya disebut Tim Fasilitasi ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Tim Fasilitasi scbagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Lupati Buru sehagai pengaral;

h. Wakil Bupati Buru scbhagai pengarah;

>

noSekretaris Dacrah schagal penanggungjawab:
-Assisten Pemerintahan dan Kesra scbagai ketua;

" Kepala BPM-PD Kabupaten sebagai wakil ketua:

@
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Sclaretaris BPM-PI) sebagai sekretaris

g Kepala Bidang Pemerintahaan Desa sebagai wakil sekretaris;

h. Pgjabat cselon IV dan staf pada Bidang Administrasi Pemerintahan Desa
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan  Pemerintahan Desa sebagai

anggota; dan

I SKPD terkait scbagai anggota,
Besaran honorarium Tim |

asilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
cliatur lebil lanjut deng

an. Keputusan Bupati.
Tugas Tim Fasilitasi adalah scbagai berikut :
a4 Merumuskan kebijakan lentang ADD dan pemanfaatannya,

b. Menentukan besaran ADD yang diterima oleh Desa berdasarkan rumusan
yang telah. ditetapkan:

¢. Melakukan sosialisasi sccara luas tentang kebijakan, data dan informasi

tentang ADD;

d. Membantu Tim Pendamping untuk memberikan pelatihan/orientasi
kepada Tim Pelaksana tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban
Keuangan Desag

¢. Melalukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaran pemerintahan

Desa don lembaga kemasyarakatan;

f. Melakulean  evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang
APBDcsa sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Desay

g Memberilian sanksi alas penyimpangan yang dilakukan oleh kepala Desa
dan perangkat Desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan;

h. Melakukan  fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan
masyarakal. serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan ke inspektorat

Kkabwapaten.

Melakoukan  pembinaan, monitoring dan  evaluasi pelaksanaan ADD

hersama dengan Tim Pendamping dalam sctiap proses terhadap kegiatan;

J- Melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan

masyarakat serta pihak lain dan mengkoordinasikan ke Inspektorat
Kabupaten; dan

k. Melaperkan hasil kegiatan fasilitasi pelaksanaan ADD 'kcpada B'upati
sebagai bahan untuk penyusunan dan pengambilan  kebijakan
sclanjutaya,

: BAB VI
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
Bagian Pertama
Perencanaan Alokasi Dana Desa
Pasal 15
Pemerintain Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa

berdasarkan RKPDesa tahun berkenan.

Raencangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk disetujui dan disepakati
bersama.

Rancangan  Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama

schagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat bulan oktober tahun
berjalan.
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Rancangan Peraturan Desa  tentan
sebagaimana dimaksud pada ayat ()
Camat paling lambat 3 hapj sejak di
oleh Tim Evaluasi Tingkat Kabupaten,

g APBDesa yang telah discpal;ati
disampaikan kepada Bupati melalui
sepakati untuk kemudian dievaluasi

Bagian Kedua
Penyaluran Alokasi Dana Desa

Pasal 16

Penyaluran Alokasi Dana Desa dapat clilakukan apabila pemerintah desa
telah memenuhi persyaratan umum sebagai berikut

Realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa tahun sebelumnya dapat

mencapai target 100 % yang dipantau langsung oleh Tim Kabupaten dan
Tim Kecamatarn,

ol

b.Telah menyampaikan dokumen
Dana Desa tahun scbelumny
yang sal, sesuai ketentu

pertangguﬁgjawaban keuangan Alokasi

a yang dilengkapi dengan bukt pendukung

an Peraturan Perundang-undangan.

c. ‘l'elah menyampaikan Peraturan Desa tenitang APBDesa yang sudah
dlicvaluasi dan mendapal persetujuan/rekomendasi dari Tim Evaluasi
APBDesa Tingkat Ka bupaten Buru.

Pencairan Alokasi Dana De

sa dilakukan melalui rekening Pemerintah Desa
masing-masing des

& yang wmerupakan bagian dari pendapatan desa setelah
melenglapt persyaratan schagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pemberian  ADD  dilakukan dengan mekanisme, setelah persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi, Pemerintah Daerah
clalam hal ini BPRKD Rabupaten Buru akan mentransfer dana dimaksud ke

rekening masing-masing desa pada Bank Pembangunan Daerah Maluku
(BPDM) Cabang Namlea.

Penyaluran ADD dimaksud akan ditransfer secara keseluruhan apabila desa
telahy menyampailan persyaratan-persyaratan sebagaimana pada ayat (1)
yang ditujukin kepada Bupati Buru cq. Sckretaris daerah tembusannya
kepada BPKKD Kabupaten Burua.

Sclain. persyaratan  umuwm scbagaimana ayat (1) apabila desa a_kan.
melalukan permintaan Alokasi Dana Desa ( ADD ) harus melengkapi
persyaratan khusus scbagai berikut

a. Pakta Integritus  penggunaan Alokasi Dana Desa ( ADD ) yang
ditandatungani kepala desa bermaterai Rp. 6000,00;

b. Surat Permohonan Pencairan Dana dari kepala Desa sesuai kebutuhan;
selelah persyaratan dimaksud terpenuhi melalui BPM-PD Kabupatcg akan
mengeluarkan Rekomendasi Sekretaris Daerah ( atau pejabat yang ditunjuk
apabila sekretaris dacrah tidek berada di tempat ) sesuai pcrmintam'l dan.
kebutuhan  masing - masing desa guna pengontrolan administrasi
penggunaan dana dimaksud.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Alokasi Dana Desa
Pasal 17
Fesciurahan anggaran desa sebagaimana yang ditetapkan dalam APBDesa
dipegang oleh bendahara desa,
Dalam  hal  peaggunaan anggaran kegiatan Pelaksana Kegiatan harus

mengajukan pendansan untuk melaksanakan kegiatan yang dilengkapi
dengan dokumen Rancanoan Aneaaran Risve



(3)

(4)

(1)

3)

Rancangan Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di
verifikasi oleh Sekretaris Dosa dan disahkan oleh Kepala Desa.

Pelaksana Kegiatan bertangpungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang
menyebablkan  atas  beban anggaran  belanja  kegiatan  dengan

mempergunakan buku pembanty kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban
kegiatan di desa. -

Pasal 18

Berdasarkan Rencana Anggaran Belanja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (?) Pelaksana Kegiatan mengajukan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa,

Surat Permin taan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak bolel dikeluarkan sebelum barang dan atau jasa diterima,

Penigajuan Spp scbagaimana dimaksud pPada ayat (2) terdiri atas :

a. Surat Permintaan Pe mbayaran (SPP);

b. Pernyataan pertanggung jawaban belanja; dan

¢. Lampiran bukti transaksi.

Pasal 19

Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasul 18 ayau (3), Sekretaris Desa berkewajiban untuk:

. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana
iKegiatan;

L. mengoji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang
tercantum dalamn permintaan pembayaran;

C. wenguji ketersedian dana untuk Kegiatan dimaksud; dan

. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan
apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Berdasarkan (SPP) yang telah di verifikasi Sekretaris Desa scbagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran
aan bendahara melakukan pembayaran.

Pembayaran yang telah dilakukan scbagaimana pada ayat (2) selanjutnya
bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

Bagian Keempat
Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa

Pasal 20
Kepala  Desa menyampaikan  laporan pertanggung jawaban realisasi
pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.

Laporar pel langgung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa scb'c}gaimana
dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.



Laaporan Pertangpung Jawaban
dimelesud dalam pasal 20 ayat (1) dan (2)
dari Laporan Penyelenggaraan '

(1)

()

Pasal 21

gaimana
merupakan bagian tidak terpisahkan
Pemerintahan Desa.

Realisasi Pelaksanaan APBDesa seba

Pasal 22

Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis
dan dengan media informasi yang mucah diakses oleh masyarakat.

Media informasi schagaimana dimaksud pada ayat (1)

antara lain papan
pengumuinag,

radio komunitas, dan media informasi lainnya.

BAB VII
PIuMBINAAN, PIENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 23
Kepala Desa melakukan pemeriksaan secara rutin terhadap staf Desa dan
hendabava Desa.

Bupati dalaan melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
pemerintaban desa dapat diwakili oleh camat.

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Alokasi Dana
Desa dilaksunakan olch pendamping desa, tenaga akuntansi desa, Tim
Pendamping Tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.

Inspektoral Kabupaten Buru merupakan aparat pengawas intern Kabupaten

yang bertugas melakukan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan
pemerintahan di desa.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

1) Dalam ranglka menyiapkan kebijakan daeral tentang ADD, Pemerintal

Dacrah  dapat membentuk tim yang anggotanya terdiri dari Aparat
Pemerutaly Dacrah, Kecamatan dan Desa serta BPD selaku organisasi
kemasyarakatan di Desa.

Tim sebapaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk menyiapkan
berbagai hal yang terkait dengan ADD sesuai dengan kebijakan daerah.
Khusus  bagi Desa  hasil pemekaran, bagian ADD untuk keperluan
operasionar penierintah desa masih dibebankan pada APBDesa induk.

Palam rangka kesinambungan kebijakan ADD perlu dilakukan pembinaan
oleh Tim Pasilitasi, antara lain

ae bagl desa yang dalam pelaksanaan ADD dianggap berprestasi dapat diberi
penghargaan schagal desa percontohan pengelolaan ADD baik berupa
fisile maupun pertanggung jawaban, serta akan diberikan kemudahan
dalam pencairan ADD (ahun berikutnya;
- Bagt desa yang pengelolaan ADD tahun sebelumnya tidak sesuai dengan

ketentuon  akan  dikenai sanksi administrasi, penahanan maupun
penangznban ADD tahun berikutnya; dan

- Kriteria nntuk penetapan pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi
vang aran dirumuskan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.
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BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-bal yanyg belum diatur dalam Peraturan Bupat ini sepanjang mengenai

pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Buru Nomor

06 Tabun 2014 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Rabupaten Buru Tahun Anggaran 2014 dicabut den dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 27

Perataran Bupaiti ini mulai berlaloa pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

UMASUGI

Diundeangkan di Namlca
pada tanggal dJanuari 2016

ASEKRE’I‘ARIS IJAERAL
ICABUPATEN BURU,

e
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BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25
alam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai
akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Hai-bal yaug belum diatur d
pelaksanaannya

Pasal 26
Deagan berlakunya Peraturan Bu

06 Tahun 2014 tentan
'l(:;lbupz-l,tep Buru Tahun

pati ini, maka Peraturan Bupati Buru Nomor
g Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa
Anggaran 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27
Peraturan Bupali ini mulai berlaky pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya,

memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan pPenempat

annya dalam Berita Dacrah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal |4 Januari 2016
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Riundangkan di Namlea

pada tanggal Januari 2016

Kepala BPM-PD ]L\
/
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